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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 139/PMK.04/2007
TENTANG

PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan
dokumen dan pemeriksaan fisik barang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di
atas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN
PABEAN DI BIDANG IMPOR.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.

2. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka
melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Kepabeanan.

3. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi

Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk

dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan.

6. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
7. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap

pemberitahuan pabean, misalnya Invoice, Bill of Lading, Packing List, dan manifest.
8. Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan /atau

sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap
dan benar.

9. Pejabat pemeriksa dokumen adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk
melakukan penelitian dan penetapan atas data pemberitahuan pabean.

10. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai pemeriksa
barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan
pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

11. Pejabat pemeriksa fisik adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan
pemeriksaan fisik barang impor dan ditunjuk secara langsung melalui aplikasi pelayanan
kepabeanan atau oleh pejabat bea dan cukai.

12. Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh prakarsa
pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara dan/ atau memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
(1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir.
(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen

dan pemeriksaan fisik barang.
(4) Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko.

Pasal 3
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(1) Penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen dan/atau sistem
komputer pelayanan.

(2) Penelitian dokumen oleh pejabat pemeriksa dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa
pemberitahuan pabean diberitahukan dengan benar, dan dokumen pelengkap pabean
yang diwajibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan.

(3) Penelitian dokumen oleh sistem komputer pelayanan dilakukan untuk memastikan bahwa
pengisian pemberitahuan pabean yang telah disampaikan telah lengkap dan benar.

(4) Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil
penelitian komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang didasarkan pada data
yang disajikan oleh sistem komputer pelayanan.

(5) Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pejabat pemeriksa dokumen hanya bertanggung jawab atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Pasal 4
Pemeriksaan fisik barang impor dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik berdasarkan instruksi
pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pelayanan.

Pasal 5
Pemeriksaan fisik barang dilakukan di :

a. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau tempat lain yang disamakan dengan TPS;
b. Tempat Penimbunan Pabean (TPP); atau
c. Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Pasal 6
Apabila dalam pemeriksaan fisik barang impor dibutuhkan pengetahuan teknis tertentu,
pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan pihak lain yang memiliki pengetahuan teknis
tersebut.

Pasal 7
(1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, importir atau kuasanya mendapat pemberitahuan

pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari sistem komputer pelayanan.
(2) Importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk

diperiksa, membuka setiap bungkusan, kemasan, atau peti kemas yang akan diperiksa
serta menyaksikan pemeriksaan tersebut.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik.

(4) Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapat
memberikan alasan tentang penyebab tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik.

(5) Dalam hal importir atau kuasanya tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) dalam
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan fisik dapat
dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atas resiko dan biaya importir.
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Pasal 8
Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat :

a. Barang impor yang tidak diberitahukan; atau
b. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor,

maka pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen
pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab
dibidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan ini diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 10
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2007

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI
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